SALINAN

BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ROKAN HULU
KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

. bahwa Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun

2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang berbunyi pelimpahan
kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali
kota berpedoman pada peraturan pemerintah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



Menetapkan

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang
Pelayanan  Perizinan Berusaha  Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7115);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI ROKAN HULU NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ROKAN
HULU KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Bertita
Daerah Tahun 2011 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pangaraian
pada tanggal 20 November 2025

BUPATI ROKAN HULU,
ttd

ANTON

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 20 November 2025 Salinan sesuai aslinya,

SEKRETARIS DAERAH ZZNUK 2o BAGIAN HUKUM,
KABUPATEN ROKAN HULU, ‘

ttd
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BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 51



